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ABSTRAK 

 

 

ERVINA IMBRAIZEN SAWAKI. 2024 Implementasi Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Tenaga Kerja Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di 

Kabupaten Kepulauan Yapen (dibimbing oleh Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., 

M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Rehabeam Mofu, S.H., M.H., sebagai 

Pembimbing II)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan 

Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dengan 

Pekerja dan mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di Kabupaten 

Kepulauan Yapen. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis  normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

adalah penelitian yang berkaitan dengan telaah-telaah dari aspek aturan perundang-

undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis 

empiris digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan perlindungan terhadap hak-hak 

pekerja yang timbul sebagai akibat hukum dari PHK terimplementasikan dalam 

prakteknya pada masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) 

yang terjadi telah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini terbukti sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pihak 

perusahaan telah menyelesaikan dulu tahapan-tahapan penyelesaian baik secara 

Bipartit maupun secara Mediasi. Dimana dari 12 (dua belas) kasus, 8 (delapan) 

kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diselesaikan secara Bipartit, 

sementara 4 (empat) kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) lainnya harus 

dilanjutkan pada penyelesaian secara proses Mediasi dengan melibatkan pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen disertai dengan pembuatan surat 

Perjanjian Bersama (PB). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja/buruh berupa 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi belum terlaksana 

secara baik. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan belum semua 

pekerja/buruh menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. 

Dari 12 (dua belas) kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diselesaikan 

terdapat 6 (enam) kasus Dimana pekerja/buruh mendapatkan haknya sesuai dengan 

ketentuan UU sedang 4 (empat) kasus mendapatkan pembayaran yang tidak sesuai 

ketentuan UU sedangkan 2 (dua) kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja/Buruh, 

Pemutusan Hubungan Kerja, Kabupaten Kepulauan Yapen. 
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ABSTRACT 

 

ERVINA IMBRAIZEN SAWAKI. 2024 “Implementation of Legal Protection for 

Workers' Rights as a Result of Termination of Employment (PHK) in Yapen Islands 

Regency (supervised by Dr. Sobardo Hamonangan, SH, M.Hum., as Supervisor I 

and Rehabeam Mofu, SH, MH, as Supervisor II). 

This research aims to examine and analyze the Implementation of Settlement 

of Disputes on Termination of Employment Between Employers and Workers and 

examine and analyze the Legal Protection of the Rights of Workers Experiencing 

Termination of Employment that occurred in the Yapen Islands Regency. 

The approach method used in this research is a normative juridical and 

empirical juridical approach. The normative juridical approach is research related 

to the study of aspects of statutory regulations related to the problem being studied, 

Meanwhile, an empirical juridical approach is used to see the extent to which laws 

and regulations relating to Termination of Employment Relations and the 

protection of workers' rights arising as a legal consequence of layoffs are 

implemented in practice in society. 

Based on the results of research conducted at the Yapen Islands Regency 

Manpower Service Office, the termination of employment (PHK) that occurred was 

carried out in accordance with applicable statutory provisions. This is proven 

before the implementation of layoffs (PHK) the company has completed the stages 

of settlement both bipartite and mediation. Of the 12 (twelve) cases, 8 (eight) cases 

of termination of employment (PHK) can be resolved bipartitely, while the other 4 

(four) cases of termination of employment (PHK) must proceed to resolution 

through a mediation process involving employees of the Department of Energy. 

Yapen Islands Regency Work accompanied by the preparation of a Collective 

Agreement (PB) letter. Legal protection for the rights of workers/laborers in the 

form of severance pay, gratuity pay and compensation money has not been 

implemented properly. This is based on data that shows that not all 

workers/laborers have received their rights in accordance with the provisions of the 

applicable law. Of the 12 (twelve) cases of termination of employment (PHK) that 

were resolved, there were 6 (six) cases where workers/laborers received their rights 

in accordance with the provisions of the Law, while 4 (four) cases received 

payments that did not comply with the provisions of the Law, while 2 (two) cases 

others are still in the process of being resolved. 

Keywords: Implementation, Legal Protection, Workers'/Labourers' Rights, 

Termination of Employment Relations, Yapen Islands Regency. 
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